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PUTUSAN
Nomor 0249/Pdt.G/2017/PA Una.

AP, 2y
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara
cerai yang diajukan oleh:

PENGGUGAT Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada tempat tinggal
di Desa ............... Kecamatan ................ Kabupaten Konawe,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal
di Kecamatan ............... Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2017
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor
0249/Pdt.G/2017/PA Una., telah mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan
uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal ................ , yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan
Agama Kecamatan ................ sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor
................ tanggal ...

Bahwa dari perkawinan Pwnggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal
bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa

................ , Kecamatan Angata selama kurang lebih satu tahun dan
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selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa
................ Kecamatan ................;

4. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
dapat dipertahankan lagi yang disebabkan sering terjadi percekcokan dan
pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan
dapat rukun kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai
dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat disebabkan:

- Seringnya terjadi percekcokan disebabkan permasalahan kecil yang
kemudian berubah menjadi pertengkaran besar;
- Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
bermula pada bulan Januari 2012 yang kejadiannya adalah tergugat memiliki
sifat cemburu yang berlebihan sehingga berbuat kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi meskipun
hanya masalah kecil yang kemudian berubah menjadi pertengkaran hebat;

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kepada bulan Mei 2012 tergugat memaksa
Penggugat untuk berhubungan suami istri namun Penggugat menolak
karena masih lemas karena baru keluar dari rumah sakit akibatnya tergugat
meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang
tuanya;

8. Bahwa meskipun pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga
Penggugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit
dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh
melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan
jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara
Penggugat dengan Tergugat

10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir
sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun
mengutus orang lain sebagai wakil’kuasa hukumnya dan tanpa alasan yang sah
meskipun menurut relaas panggilan tanggal 7 Nopember dan tanggal 27
Nopember 2017 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap
bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak
berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
tanggapan/jawabannya oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan ................ Nomor

................ Tanggal .......c.......;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana terebut di atas, Penggugat
juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:
1. SAKSI1

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;’

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai
anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua tergugat
di Desa................ ;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2012;

- Bahwa sebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena
sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah lebih dari sekali menyaksikan
Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar dan saksi menyaksikan
tergugat menyekik Penggugat;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena
masalah kecemburuan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan
laki-laki lain;

- Bahwa tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan
kembali ke rumah orang tuanya pada bulan Mei 2012 hingga sekarang
tidak pernah rukun kembali.

2. SAKSI2

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;’

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai
anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua tergugat
di Desa. ................ ;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2012;
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- Bahwa sebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena
sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah lebih dari sekali menyaksikan
Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar dan saksi menyaksikan
tergugat menyekik Penggugat;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena
masalah kecemburuan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan
laki-laki lain;

- Bahwa tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan
kembali ke rumah orang tuanya pada bulan Mei 2012 hingga sekarang
tidak pernah rukun kembali.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan
mengajukan alat bukti tambahan dan tmenyampaikan kesimpulannya secara
lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan
mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim
menunjuk Berita Acara Sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal
persidangan yang telah ditentukan sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan, dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat
agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau
mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;
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Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut
harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1)
Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek (tanpa hadirnya
Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh
Penggugat dalam gugatan maka pokok masalah perkara ini adalah apakah
benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan,
namun oleh karena masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan
rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil
gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar
Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat
oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi
untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa
unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun
cerai gugat yaitu:

— Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus;
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— Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun;
— Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg,
yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi masing-masing bernama dan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat
merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sesuai dengan aslinya dan
bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg juncto
Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto
Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal
yang dikenakan Bea Materai. Dengan demikian bukti tersebut dapat
dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam,
maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang
sah menikah pada tanggal ................ di wilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan ................ ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa
dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil
sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah
memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan
bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun setelah beberapa lama
rumah tangga mereka berjalan mulai terjadi ketidakharmonisan yang berujung
pada terjadinya percekcokan dan pertengkaran secara berulang-ulang sehingga
keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima
dan dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama dan kedua
Penggugat bahwa dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
sehingga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan secara berulang kali oleh
pihak keluarga untuk dirukunkan namun keduanya tidak lagi dapat hidup
harmonis sebagaimana sebelumnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang
adanya pertengkaran tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi kedua
Penggugat yang bahkan melihat secara langsung adanya pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat dalam beberapa kesempatan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan pula
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama
perpisahan tersebut telah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka
ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun
2012;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah lima tahun pisah tempat tinggal;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan setelah
keluarga berusaha untuk menyatukan mereka kembali;

- bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak
telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang
cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah
pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga
hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada
maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai
maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan

dalam perkara ini berbunyi:

pdiadll (s Je aaia au ial |3
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Artinya:
Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah
tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan
sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah
dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sulit
untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua
belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin
yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan
tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama
dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum
dalam Pasal 1 Undang-Uhdang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal
3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia,
mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur
ikatan lahir dan bathin sangat berperanan penting dan apabila unsur ini sudah
tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat , maka pada
hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah menyimpang dari tujuan yang
sesungguhnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan
pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah juz |l halaman 248 yang

di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

OS5 ol Gl jiel ol A g 3l Ay oaldl ool Wl e a1

0o ool Gacy Lelia Gu 5 el algo des @lalas sl

Ay 4l gl Lagin o Nall

Artinya : Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau

dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak

tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat
menceraikan dengan talak satu bain.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum dan

perceraian diajukan oleh Penggugat telah terbukti sebagaimana telah
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dipertimbangkan di atas, maka beralasan untuk mengabulkan gugatan
Penggugat tersebut sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ................ sebagai tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan
Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan angata tempat tinggal Tergugat
sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa
dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang — undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaiman telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun
2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-

undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan
salinan putusan vyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah ~ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama
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Kecamatan ................ tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat serta kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata tempat tinggal
Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Selasa tanggal
05 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1439 H.
dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri
dari Drs. Akramudin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Zulfahmi, S.H.I.
dan Ulfiana Rofigoh, S.H.l. sebagai hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera dan

dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota Ttd.
Ttd. Drs. Akramudin, M.H.
Zulfahmi, S.H.1.
Ttd. Panitera
Ulfiana Rofigoh, S.H.I. Ttd.

Drs. Safar, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 525.000,00
4. Redaksi :Rp. 5.000,00
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5. Meterai :Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 786.000,00

UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Drs. SAFAR, M.H.
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